
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR ::z.�. 1/\c:Ef' /�ll 

TENTANG 

PENUNJUKAN STEERING COMMITTEE DAN ORGANIZING COMMITTEE

PENYUSUN LAPORAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Oaerah (OPPA-SKPD) Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan AHt 0Hrah Tahun Anggaran 2011 tardapat 
kegiatan Penyusunan Laporan lnventarisasi Barang Milik Daerah; 

Mengingat: 

b. bahwa agar Penyusunan Laporan lnventarisasi Barang Milik Daerah
mendapatkan informasi yang dapat diandalkan untuk mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu ditunjuk Steering Committee
(SC) dan Organizing Committee (OC) Penyusun Laporan lnventarisasi
Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Penunjukan
Steering Committee dan Organizing Committee Penyusun Laporan
lnventarisasi Barang Milik Oaerah Tahun Anggaran 2011;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah
lstimewa Jogjakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstlmewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang­
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



Menetapkan      : 

KESATU            : 

KEDUA              : 

KETIGA             : 

KEEMPAT        : 

KELIMA             : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
jo. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1997;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN: 

Menunjuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) 
Penyusun Laporan lnventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 
2011, dengan Susunan, Personalia, dan Tunjangan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Steering Committee (SC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESA TU 
bertugas dan berwenang: 
a. menyusun rencana umum pelaksanaan lnventarisasi melalui tahap­

tahap Verffikasi, KJasifikasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah;
b. mengkoordinasikan Tim Teknis pelaksanaan lnventarisasi yang meliputi

Verffik�si, Klasifikasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah;
c. memonitor per1<embangan pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik

Daerah;
d. memberikan saran/masukan kepada Tim Teknis dalam melaksanakan

Verffikasi, Klasifikasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah; dan
e. mengkoordinasikan Laporan Hasil lnventarisasi Barang Milik Daerah.

Organizing Committee (OC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU bertugas: 

a. melaksanakan lnventarisasi melalui tahap-tahap Verffikasi, Klasifikasi,
dan Penilaian Barang Milik Daerah;

b. menyusun Laporan Hasil lnventarisasi Barang Milik Daerah.

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan 
untuk Tahun Anggaran 2011. 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 
1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY;
2. lnspektur Provinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
4. Semua Anggota Tim.
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya





' 

• 1 2 3 4 5 

8. Cahyaningtyas Ary Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Wijayanti, SE. Ak Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

9. Aris Eko Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Nugroho, SP., M.Si Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

10. Ema Dyah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Mumpuni, SE Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

11. Ors. Bambang lsnawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

12. Ors. Sudjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

13. Ashari, SH Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

14. Suwardiyatno, SE Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

15. Nysa ,Heranamawanty, Dinas Pendapatan, Pengelolaan 100.000,00 

SE.Ak Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

IV. Stat 1. Edy Priyanto, SE Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Sekretariat Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

2. Kardono Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

3. R. Sujono Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

4. Sapti Suryanti Dinas Pendapatan, Pengetolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

5. Zulaifatun Nallah, SE Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

6. Eko Priyanto, SH Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

7. Tri Wulandari, SIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

8. Putra Djumastida Dinas Pendapatan, Pengetolaan 75.000,00 

Keuangan dan Aset Provinsi DIY 

' 




